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Abstrak
Agama Islam memiliki rukun-rukun islam salah satunya adalah zakat, zakat memiliki berbagai manfaat membantu proses sosial dalam lingkup masyarakat. Penelitian ini bertujuan agar kita mengetahui kekuatan hukum Surat Edaran dan untuk mengetahui cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekaburan frasa “zakat harta segera” pada  Huruf E angka 11 Poin a Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19. Jenis penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif. pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa frasa zakat harta pada Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 perlu diperbaiki atau dijelaskan terkait zakat harta mana yang disegerakan untuk dibayarkan, untuk mengatasinya digunakan interpretasi sistematis dengan merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tatacara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif sehingga terwujud kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.

Kata Kunci : Covid-19, Zakat harta, Surat Edaran

Abstract

Islam has the pillars of Islam, one of which is zakat, zakat has various benefits in helping social processes within the community to improve social life in society. This study aims to find out the legal force of the Circular Letter and to find out ways that can be done to overcome the ambiguity of the phrase "immediate zakat on assets" in Letter E number 11 Point a Circular Letter No. 06 of 2020 concerning Guidelines for Worship Ramadan and Eid Al-Fitr 1 Shawwal 1441 H in the midst of the Covid-19 Pandemic. This type of legal research is included in normative juridical law research. The approach taken in this research is a conceptual approach and a statutory approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research conducted by researchers that the phrase zakat assets in the Circular of the Minister of Religion No. 06 of 2020 concerning Guidelines for the Worship of Ramadan and Eid Al-Fitr 1 Syawal 1441 H in the midst of the Covid-19 Pandemic, it is necessary to improve or explain which zakat on assets is rushed to be paid, to overcome this, a systematic interpretation is used by referring to the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 52 of 2014 concerning Requirements and Procedures for Calculation of Zakat Mal and Zakat Fitrah and Utilization of Zakat for Productive Businesses so as to create legal certainty for stakeholders and the community.
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PENDAHULUAN 

Agama Islam memiliki rukun-rukun Islam diantaranya adalah Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji. Zakat (Zakah) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Menurut istilah Syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (Mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam (Wibisono 2015). Adapun zakat menurut terminologi yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahik) (Shomad 2017). 
Sumber hukum zakat di Indonesia:
1) Al-Qur’an

a. Surah Al-Baqarah ayat 43

b. Surah At-Taubah ayat 103

2) Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang intinya:

“...Allah mewajibkan zakat diatas mereka yang dipungut dari orang –orang kaya mereka, dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka” (Januardi 2018)
Secara nasional dalam  peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang hukum zakat, yaitu:

1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

2) Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tatacara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

4) Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H ditengah Pandemi Wabah Covid-19.
Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minannas. Zakat memiliki beberapa tujuan seperti: a) mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan ekonomi, b)membantu memecah masalah yang dialami oleh gharim, mustahik, dan ibnu sabil, c) menjalin tali persaudaraan umat muslim, d) menghilangkan sifat kikir, e) membersihkan sifat iri dan dengki, f) menjembatani jurang pemisah antara si miskin dan kaya, g) mengembangkan jiwa sosial, h) mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya, h) sarana pemerataan pendapat utuk mencapai sebuah keadilan. Secara garis besar zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai wujud dari rasa tolong menolong antara sesama manusia beriman. (Sari 2006)
Zakat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti: Islam, merdeka, berakal, baligh, harta yang dimiliki telah mencapai batas nishab, milik pribadi sepenuhnya, berkembang, mencapai haul (satu tahun), bebas dari hutang (Sulistyowati 2015) 
Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat terhadap segala jenis harta benda. Mal (harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan, memiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara’ adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaannya.(Ahmad 2018) Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang orang tertentu, setela dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. 
Sayyid Sabiq berpendapat bahwa zakat mal adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nisab atau haulnya (Ali muhammad 2015). Hukum memberikan zakat mal adalah fardhu ain atau wajib. Perintah mengeluarkan zakat mal sama halnya dengan mengeluarkan zakat fitrah. (Mifta rizka 2008) Allah SWT memerintahkan kepada setiap umat manusia yang beragama islam agar mengeluarkan zakat mal apabila syarat-syarat wajibnya telah terpenuhi.
Zakat Mal terdiri dari beberapa jenis dan  masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda-beda, antara lain:

a) Zakat harta kekayaan (pendapatan dan jasa)

Nisabnya yaitu 2,5% x jumlah harta yang sudah berumur lebih dari satu tahun. Setara dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras.
b) Zakat emas 

Zakat emas wajib dizakati apabila telah mencapai 20 dinar, 1 dinarnya sebesar 4,25 gr, sehingga batas nisabnya adalah 85 gr. Apabila memiliki emas lebih dari jumlah tersebut, maka perhitungan zakatnya adalah 2,5% x jumlah emas.
c) Zakat binatang ternak

Zakat peternakan terdapat empat macam yaitu zakat kuda, sapi / kerbau, unta, dan kambing.

d) Zakat perikanan

Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup budidaya dan hasil tangkapan ikan kadar zakatnya atas hasil perikanan senilai 85 gram emas atau sama dengan sebesar 2,5%.
e) Zakat hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan
Nisabnya sebesar 653 kg gabah. Lahan pertanian yang menggunakan alat penyiram tanaman atau irigasi sawah persenan zakatnya sebesar 5% sedangkan yang mengandalkan air hujan sebesar 10%.

f) Zakat Pertambangan
Nisab zakat pertambangan sebesar 85 gram emas atau sebesar 2,5%. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

g) Zakat perindustrian

Nisab atas usaha yang bergerak dibidang jasa 2,5% senilai dengan 653 kg gabah atau setara dengan 85 gram emas.
h) Zakat harta karun (Rikaz)

Zakat harta temuan tidak memiliki nisab seperti zakat lainnya. Besaran zakat ini adalah 20% x jumlah harta karun. (mahadi 2020)
Negara Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang mana pandemi ini menyerang sejak bulan Maret 2020. Adanya pandemi ini dapat menghambat aktivitas masyarakat, diantaranya aktivitas umat Islam dalam menunaikan Ibadah zakat, karena adanya pandemi Covid-19 ini bertepatan  pada bulan ramadhan tahun 2020. Dalam mempermudah melakukan pembayaran zakat dan juga agar mencegah penularan virus Covid-19 pemerintah menerbitkan Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19. Terkait zakat mal diatur pada Huruf E Tentang Panduan  Pelaksanaan  Ibadah, Angka 11 Poin a yang berbunyi:

“11.  Pengumpulan  Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah) :
a. Menghimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa terdistribusi kepada Mustahik lebih cepat.”

Surat Edaran merupakan sebuah peraturan kebijakan atau peraturan perundang-undangan semu. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Surat Edaran tidak termasuk ke dalam urutan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Putusan MA No.23/HUM/2009 ini dapat menjadi yurisprudensi bahwa Surat Edaran dapat digolongkan kedalam sebuah peraturan dan dapat dilakukan judicial review ke MA. (Pengadilan Tinggi Agama Palembang 2017)
Perundang-undangan semu dalam kamus hukum bahasa Belanda dikenal dengan istilah Pseudowetgeving yang berarti bahawa perundang-undangan semu adalah tata aturan oleh organ pemerintahan yang terkait tanpa memiliki dasar ketentuan undang-undang yang secara tegas menberikan kewenangan kepada orang tersebut. Legislasi semu (undang-undang semu) menjalankan peran penting dalam birokrasi pemerintahan. Legislasi semu merupakan salah satu bentuk instrumen hukum publik yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan. Undang-undang semu dapat diterbitkan oleh semua badan atau organ pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah (SALIM n.d.)
Penerbitan SE harus memperhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya, yaitu:

1. Hanya diterbitkan karena dalam keadaan mendesak

2. Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh untuk ditafsirkan

3. Substansi tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan

4. Dapat dipertanggung jawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. (Fitri 2012)
Mengenai zakat yang diatur pada Huruf E Tentang Panduan  Pelaksanaan  Ibadah, Angka 11 Poin a Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 berbunyi:

“Pengumpulan Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah) :

a. Menghimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa terdistribusi kepada Mustahik lebih cepat.”
 Berdasarkan Surat Edaran No.06 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Menteri Agama terdapat ketidak jelasan atau kekaburan terkait dengan frasa zakat hartanya. Kekaburan frasa yang dimaksud dikarenakan pada Surat Edaran tersebut tidak dijelaskan terkait zakat harta yang mana yang harus dibayarkan, karena di dalam Peraturan Menteri Agama  No. 52 Tahun  2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pasal 3  ayat (1) berbunyi :  
“Terdapat bermacam-macam zakat harta meliputi  :

a. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya

b. Zakat uang dan surat berharga lainnya

c. Zakat perniagaan

d. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan

e. Zakat peternakan dan perikanan

f. Zakat pertambangan

g. Zakat perindustrian

h. Zakat pendapatan dan jasa

i. Zakat rikaz”.
Ketidak jelasan frasa zakat harta yang dimaksud dalam Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 juga tidak dijelaskan terkait zakat harta yang disegerakan untuk dibayarkan, apakah zakat harta yang  harus mencukupi syarat haul atau  tanpa adanya haul. 

Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Materi muatan Surat Edaran biasanya menjelaskan atau membuat suatu prosedur untuk mempermudahkan atau memperjelas suatu peraturan yang dilaksanakan. Surat Edaran memiliki derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada.(Nurfitri 2012) Hal tersebut menunjukkan bahwa Surat Edaran tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :

Pertama, bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 ?, kedua, Bagaimana cara yang dapat dilakukan  untuk mengatasi kekaburan terkait frasa “zakat harta segera” pada  Huruf E angka 11 Poin a Surat Edaran No. 06 Tahun 2020?
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum surat edaran dan untuk mengetahui cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekaburan frasa “zakat harta segera” pada  Huruf E angka 11 Poin a Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19.
Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai bahan tambahan sumber pengetahuan serta memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata yang membahas mengenai zakat. Selanjutnya manfaat praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada Menteri Agama dan para pejabat mengenai SE No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19.
METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum.(Marzuki Peter Mahmud 2016) Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang ,meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Fajar Mukti 2007). Dalam penelitian hukum normatif terdapat tiga jenis isu hukum yaitu kekosongan hukum, konflik norma, dan kekaburan hukum. Dalam penelitian ini isu hukum yang diangkat adalah konflik hukum yaitu dimana dalam suatu norma yang telah dibuat tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan atau norma yang berlaku.

Penelitian ini untuk menghasilkan suatu argumentasi teori maupun konsep baru dengan melakukan berbagai pendekatan, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan konsep (conceptual approach) dilakukan dengan  cara  menelaah produk hukum, teori-teori, doktrin, dan juga pendapat para ahli yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan konsep (conceptual approach) dari pendapat para ahli tersebut dapat membantu memudahkan bagi penulis dalm memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki Peter Mahmud 2016). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang terfokus pada undang-undang.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim (Marzuki Peter Mahmud 2016). Dalam penelitian ini menggunakan bahan primer  meliputi Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Menteri Agama No.52 Tahun 2014, Surat Edaran No.06 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen di perpustakaan dan penelurusan melalui media internet. Pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan cara memaparkan kerangka berfikir dengan menggunakan bahan hukum dan  membaca asas-asas serta teori hukum yang bersangkutan dengan apa yang akan diteliti. 

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet, sehingga diperoleh yakni bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan  peneliti.

Teknik pengolahan bahan hukum dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian yang dilakukan secara logis memiliki hubungan dan keterkaitan  antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lain (Fajar Mukti 2007). 

Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah data yang diperoleh dencan cara studi kepustakaan dengan melakukan telaah terhadap hasil pengolahan dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan isu hukum untuk menganalisis permasalahan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode preskripsi yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah peneliti, melakukan pencarian jawaban rumusan masalah berdasarkan hukum yang terkumpul kemudian melakukan penarikan kesimpulan sebagai jawabn atas rumusan suatu masalah. (Marzuki Peter Mahmud 2005). Bahan hukum yang dianalisis dengan metode ini nantinya memberikan saran kepada pemerintah sehingga bisa berguna untuk menyelesaikan permasalahan terkait zakat mal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kekuatan hukum Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19  
Peraturan dibuat untuk melindungi, mensejahterahkan, dan mengayomi masyarakat, maka harus di buat dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Surat Edaran merupakan sebuah peraturan kebijakan (beleidregels)  atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo-wetgeving). Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 termasuk kedalam suatu peraturan kebijakan (beleidregels)  yang kedudukannya tidak didasarkan dalam hierarki perundang-undangan tetapi didasarkan pada kewenangan para pejabat. Wawenang tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah penting yang terjadi secara mendesak.
Surat Edaran diterbitkan karena faktor keadaan yang mendesak. Waktu pembayaran zakat pada bulan ramadhan 2020 bertepatan dengan adanya wabah covid-19 sehingga Kementerian Agama menerbitkan  Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 yang merupakan sebuah aturan kebijakan yang dibuat oleh pejabat negara ditujukan untuk memperjelas dan atau memberi petunjuk cara untuk melaksanakan pembayaran zakat yang dianggap penting dan mendesak yang belum ada atau tidak jelas aturannya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat edaran memiliki derajat lebih tinggi dari surat biasa karena memuat petunjuk serta penjelasan mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Dalam hal ini Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19  yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dibuat  berdasarkan kewenangan dan keyakinan dengan memperhatikan ketentuan  peraturan yang lebih tinggi serta dapat dipertanggung jawabkan secara moril sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan harus memperhatikan kondisi sosial sekitar sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Surat edaran diklasifikasikan kedalam bentuk quasi legislation yang berisi norma-norma aturan yang bersifat administratif. Berdasarkan penjelasan dari Jimly Asshiddiqie bahwa Surat Edaran bukan merupakan norma hukum yang mengikat, akan tetapi sebatas surat  internal yang mengikat kalangan tertentu seperti halnya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama No.06 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H ditengah pandemi wabah Covid-19. Surat Edaran Menteri Agama diterbitkan dengan maksud sebagai petunjuk atau pedoman kerja bagi pejabat serta  memberikan pemahaman kepada pejabat internal dan masyarakat agar tidak salah dalam mengambil tindakan guna membayar zakat harta saat wabah Covid-19.
Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini juga terdapat produk-produk peraturan kebijakan (beleidregel, policy rule) yang tidak terlepas dari freies ermessen yang merupakan Wawenang pejabat atau lembaga tata usaha negara terkait merumuskan suatu kebijakan. Adanya freies ermessen, menteri memiliki kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelanggaraan yang bersifat internal ataupun umum.  Kementerian Agama memiliki wawenang untuk membuat aturan kebijakan bentuk “juridische regels” salah satunya dengan di terbitkannya Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19. Pejabat atau Lembaga tata usaha negara diberikan  freies ermessen guna mengambil tindakan cepat untuk menyelesaikan suatu masalah penting yang terjadi secara mendesak atau tiba-tiba dan belum adanya peraturan yang mengatur. 

Penerbitan Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 merupakan sebagai wujud suatu pelaksanaan dan penggunaan kewenangan mentri agama dan berdasarkan atas penjelasan di atas, maka surat edaran tetap diakui keberadaannya akan tetapi bukanlah merupakan bagian dari tata hukum indonesia yang sesuai didalam hirarki peraturan perundang-undangan, karena surat edaran berlaku atau ditujukan untuk kepentingan internal bukan untuk kepentingan umum.  Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 berfungsi untuk memberikan petunjuk atau menjelaskan tentang pelaksanaan atau cara tertentu untuk melaksanakan hal yang dianggap penting dan mendesak. 

Meskipun surat edaran tidak berkaitan langsung dengan masyarakat atau umum, akan tetapi surat edaran secara tidak langsung berfungsi untuk mempercepat pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh bagir manan bahwa kekuatan mengikat dari peraturan kebijakan tidak langsung mengikat secara hukum, karena mengandung relevansi hukum. peraturan kebijakan tidak mempunyai kewanangan perundang-undangan. Peraturan kebijakan pada dasarnya dirujukan kepada administrasi negara sendiri, jadi yang pertama melaksanakan ketentuan yang termuat dalam peraturan kebijakan adalah badan atau pejabat adniministrasi negara.meskipun demikian, ketentuan tersebut secara tidak langsung akan dapat mengenai secara umum. 

2. Cara yang dapat dilakukan  untuk mengatasi ketidak jelasan frasa “zakat harta” pada  Huruf E angka 11 Poin a Surat Edaran No. 06 Tahun 2020. 


 Kegiatan menemukan hukum atau rechtsvinding menurut Paul Scolten merupakan suatu pemberian bentuk pada gambaran-gambaran yang kabur, yaitu penjelasan atau tafsiran makna, konflik-konflik hukum, dan sengketa hukum. Di terbitkannya Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 oleh Kementerian Agama yang mana menimbulkan kekaburan frasa pada Huruf E Tentang Panduan  Pelaksanaan  Ibadah, Angka 11 Poin a yang berbunyi :

“Pengumpulan Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah) :

a. Menghimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa terdistribusi kepada Mustahik lebih cepat.”
Produk-produk hukum baik perundang-undangan ataupun suatu kebijkan yang diterbitkan sebaiknya tidak menggunakan kata-kata atau istilah yang bersifat umum, sehingga menimbulkan multitafsir. Namun dalam Surat Edaran  Menteri Agama No.06 Tahun 2020 tentang  Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H ditengah Pandemi Wabah Covid-19 ini terdapat kekaburan frasa. Kekaburan frasa atau ketidak jelasan yang dimaksud dikarenakan tidak ada penjelasan terkait zakat harta mana yang  harus disegerakan untuk dibayarkan.
Penjelasan mengenai zakat harta yang disegerakan untuk dibayar dalam Surat Edaran Menteri Agama No.06 Tahun 2020 tentang  Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H ditengah Pandemi Wabah Covid-19 merupakan suatu hal yang penting guna bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum agar tidak menimbulkan kekaburan frasa yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. 
James Robinson berpendapat bahwa fungsi dan tujuan hukum  adalah untuk bringing the unclear into clarity (mempertjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas). Upaya yang dapat dilakukan untuk memahami maksud dari isi suatu pasal dengan menggunakan instrumen hukum yang disebut penafsiran hukum. Guna menjawab rumusan masalah  yang kedua  terkait ketidak jelasan frasa pada Huruf E Tentang Panduan  Pelaksanaan  Ibadah, Angka 11 Poin a Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 dan mendapatkan jawaban penjelasan terkait frasa zakat harta dapat menggunakan interpretasi sistematis.
Penelitian ini difokuskan menggunakan penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis merupakan metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum (Adi Yusrizal 2008). Dalam penelitian ini kekaburan frasa pada Huruf E Tentang Panduan  Pelaksanaan  Ibadah, Angka 11 Poin a Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 merujuk  Kembali pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya yaitu Peraturan Menteri Agama  No. 52 Tahun  2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Sehubungan dengan syarat zakat mal dan zakat fitrah diatur pada Pasal 2 ayat (2) , (3) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama  No. 52 Tahun  2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yang berbunyi : 
“ Pasal 2 

(2) syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut :

a. Milik penuh

b. Halal

c. Cukup nisab; dan

d. Haul

(3) syarat haul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.

Pasal 3 

(1) Zakat mal meliputi :

a. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya

b. Zakat uang dan surat berharga lainnya

c. Zakat perniagaan

d. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan

e. Zakat peternakan dan perikanan

f. Zakat pertambangan

g. Zakat perindustrian

h. Zakat pendapatan dan jasa

i. Zakat rikaz”

Kurangnya penjabaran atau penjelasan frasa zakat harta pada Huruf E Tentang Panduan  Pelaksanaan  Ibadah, Angka 11 Poin a Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H ditengah Pandemi Wabah Covid-19 sehingga untuk mendapatkan peraturan atau kebijakan yang tepat maka harus dilakukan peninjauan terkait frasa zakat harta yang  mana yang segera dibayarkan mengingat terdapat berbagai jenis zakat mal sesuai dengan yang dijelaskan  pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama  No. 52 Tahun  2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
Hans Kalsen dalam bukunya yang berjudul General Theory Of Law and State menjelaskan bahwa sistem norma yang dinamik merupakan sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukannya. Oleh karena itu dinamika suatu norma yaitu berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sesuai yang berlaku dengan bersumber dan berdasar pada norma hukum diatasnya. Mengenai zakat yang diatur pada Peraturan Menteri Agama  No. 52 Tahun  2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif terdapat dua kategori zakat harta yaitu dengan memenuhi syarat haul dan tanpa memenuhi syarat haul. Penjelasan tersebut dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan  terhadap frasa zakat harta yang ada pada Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 supaya pembaca tidak menimbulkan multi tafsir atau bahkan membingungkan pembaca.

Dikarenakan frasa zakat harta pada Huruf E Tentang Panduan  Pelaksanaan  Ibadah, Angka 11 Poin a Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19 kurang dijabarkan dan di jelaskan secara eksplisit maka harus dibenahi. Dengan melihat pada Peraturan Menteri Agama  No. 52 Tahun  2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif  bahwa zakat harta yang dapat segera di bayarkan yaitu zakat harta tanpa adanya haul yang meliputi zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz dan juga zakat harta yang telah mencukupi haul maka harus disegerakan untuk dibayar.
KESIMPULAN
Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada pembahasan dengan melakukan analisis untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H ditengah Pandemi Wabah Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan tetapi surat edaran ini masih termasuk ke dalam produk hukum yang merupakan sebuah peraturan kebijakan (beleidregels). Penerbitan surat edaran tidak terlepas dari freies ermessen adanya kewenangan menteri untuk mengeluarkan peraturan apapun yang berdasar pada prinsip pemerintahan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Surat Edaran Menteri Agama diterbitkan dengan maksud sebagai petunjuk atau pedoman kerja bagi pejabat serta  memberikan pemahaman kepada pejabat internal dan masyarakat agar tidak salah dalam mengambil tindakan guna membayar zakat harta saat wabah Covid-19. 
Permasalahan kekaburan frasa pada Angka 11 Poin a Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H ditengah Pandemi Wabah Covid-19 terkait frasa zakat harta yang segera untuk dibayarkan dapat diselesaikan menggunakan interpretasi sistematis. Perlunya penjabaran atau penjelasan terkait frasa zakat harta dalam Angka 11 Poin a Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 kurang dijabarkan dan dijelaskan secara eksplisit maka harus dibenahi, dengan merujuk Peraturan Menteri Agama  No. 52 Tahun  2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif merupakan wujud kepastian hukum dalam instansi maupun masyarakat. 
SARAN

Berdasaran analisa yang telah dilakukan penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

Diharapkan bagi Kementerian Agama untuk melakukan  peninjauan kembali Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19  karena di dalam Huruf E Tentang Panduan  Pelaksanaan  Ibadah, Angka 11 Poin a Surat Edaran No.06 Tahun 2020 terdapat frasa “zakat harta segera” yang berati memaksa agar cepat dilaksanakan maka, harus diatur dalam bentuk Peraturan Menteri bukan dalam bentuk suatu kebijakan yang berbentuk Surat Edaran.
Diharapkan bagi Kementerian Agama untuk melakukan analisis yang tepat terhadap muatan atau substansi serta memberikan penjelasan dalam Surat Edaran No.06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H ditengah Pandemi Wabah Covid-19 sehingga dapat dipahami dengan jelas, dan memberikan sosialisasi kepada Aparat Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat yang beragama Islam terkait penyelenggaraan pembayaran zakat harta pada saat covid-19 seta memberikan sosialisasi mengenai  kedudukan dan fungsi surat edaran. 
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